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KATA PENGANTAR 

 
 

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Pemerintah Daerah  sebagai pengelola anggaran  mempunyai tugas 

antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Semarang  sebagai  salah satu entitas 

akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Semarang  mempunyai kewajiban 

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan 

menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca  disertai Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

 
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Semarang  mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-

24/PB/2006  tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
Semoga penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas 

publik. 

 
 

Ungaran,  31 Desember  2019 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN SEMARANG 
 
 
 

VALEANTO SOEKENDRO 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19691029 199001 1 001 
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BAB I     

PENDAHULUAN 

 

1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas 

penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Maksud dari penyusunan laporan 

keuangan adalah untuk menyajikan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang 

menjadi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diemban oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan 

keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja 

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai 

efektivitas dan efisiensi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan sesuai 

dengan target yang ditetapkan. 

b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi dan 

alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan ketentuan 

peraturan perundang – undangan. 

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil – hasil yang telah 

dicapai. 

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah 

daerah berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 

dan pinjaman. 

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah 

daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan 

yang dilakukan selama periode pelaporan. 
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2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Dasar hukum : 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

b. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang perubahan Batas-batas 

Wilayah Kotapraja Salatiga Dan daerahSwantantra Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1652); 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4400); 

f. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

g. Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar                

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165). 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah). 
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k. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1 ); 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok 

– Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2008 Nomor 13); 

m. Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebijakan 

Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang 

n. Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar berbasis akrual pada 

Pemerintah Kabupaten Semarang. 

o. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Semarang 

Tahun Anggaran 2019 

p. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten 

Semarang Tahun Anggaran 2019 

q. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2019 

r. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019  tentang Perubahan APBD Kabupaten 

Semarang Tahun 2019. 

s. Peraturan Bupati semarang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Penjabaran APBD tahun Anggaran 2019. 

 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah 

satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemda Kabupaten Semarang 

menyusun pelaporan dengan cara melakukan membuat laporan keuangan dari 

format yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari kesatuan Laporan Keuangan lainnya yang terdiri dari Neraca, Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan 

perubahan SAL sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala  DPMPTSP selaku 

Pengguna Anggaran. 
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3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

Bab I. Pendahuluan 

Bab ini memuat dasar hukum penyusunan dan 

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian 

Target Kinerja APBD 

Memuat asumsi-asumsi ekonomi makro yang digunakan 

dalam penyusunan APBD berikut singkat capaiannya 

dan dalam peningkatan pendapatan & efisiensi belanja.  

Bab III. Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan 

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja 

keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang serta 

beberapa penjelasan berkenaan dengan kinerja 

keuangan SKPD & hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target. 

Bab IV. Kebijakan Akuntansi 

Memuat informasi organisasi yang itetapkan sebagai 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan, Basis akuntansi 

yang mendasari penyusunan laporan, basis pengukuran 

yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 

serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan 

ketentuan yang ada dalam standar akuntansi 

pemerintahan. 

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

2. Penjelasan pos-pos Neraca 

3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional 

4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Bab VI. Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan 

Memuat informasi tentang hal-hal lain yang belum 

diinformasikan dalam laporan keuangan 

Bab VII. Penutup 
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BAB II   

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN  
TARGET KINERJA APBD 

 

1.  Kebijakan  Keuangan 

a. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan 

yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum 

penerimaannya. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD 

dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan 

yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam 

rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian 

pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.Sumber pendanaan daerah 

terdiri dari 1). PAD, 2). Dana Perimbangan, 3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang 

Sah. 

Adapun sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

adalah dana penerimaan daerah yang meliputi  semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan  

hak daerah dalam satu tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah yang 

terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : Pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-

undangan. 

b. Dana Perimbangan : Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Pendapatan yang bukan berasal 

dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang ketentuannya 

diatur dengan  undang-undang yang berlaku.  

Berdasarkan Keputusan Bupati No. 130/ 0440 / 2017 tanggal 04 Agustus 

2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Semarang untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perizinan dan Non 

Perizinan.DPMPTSP mengelola 47 (empat puluh tujuh) jenis perizinan  dan Non 

perizinan Yaitu : 

I.   Perizinan Dasar 

1. Izin Bangunan 

2. Izin perubahan Tanah pertanian ke Non Pertanian ( IPPT ) 

3. Keterangan Lokasi 
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II.  Perizinan Usaha 

1. Izin Usaha Industri 

2. Izin Usaha Perdagangan 

3. Izin Usaha perternakan dan Tanda Daftar Usaha peternakan 

4. Izin Usaha penggilingan Padi, Huller dan penyosohan Beras 

5. Izin Usaha Jasa Konstruksi 

6. Izin pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening 

7. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 

8. Izin Usaha Tempat parkir 

9. Izin pengelolaan pasar rakyat ( IUP2R ) 

10. Izin Usaha Toko Swalayan ( IUTS ) 

11. Izin Usaha Pusat perbelanjaan ( IUPP ) 

III.  Non Perizinan Dasar dan Non Perizinan Usaha 

1. Tanda Daftar Perusahaan 

2. Tanda Daftar Gudang 

3. Tanda Daftar Industri 

4. Tanda Daftar Waralaba 

5. Tanda Daftar usaha Pariwisata 

6. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (BATRA) 

7. Izin Reklame 

8. Izin Penyelenggaraan pemondokan 

9. Izin Prinsip Penanaman Modal  

10. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 

11. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 

12. Izin Usaha Penanaman Modal 

13. Izin Usaha perluasan Penanaman Modal 

14. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 

15. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 

16. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanamann Modal 

IV.  Perizinan Tertentu 

1. Izin Tempat Pemakaman Umum 

2. Izin Pelayanan pemakaman dan Perabuhan Mayat 

3. Izin pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan 

4. Izin Pengelolaan Limbah B3 

5. Izin Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Rumah 

Tangga 

6. Izin Pendirian rumah Sakit kelas C 

7. Izin Pendirian rumah Sakit kelas D 

8. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C 
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9. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D 

10. Izin Klinik 

11. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar 

12. Izin Klinik Kecantikan Estetika 

13. Izin Klinik Bersalin 

14. Izin Apotek 

15. Izin Optik 

16. Izin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) 

17. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 

Dari 47 (Empat puluh tujuh) jenis perizinan dan perizinan tersebut hanya 5 (lima) 

yang dikenai retribusi berupa : 

1. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

2. Pengabuhan 

3. Pemakaman 

4. IPPT 

5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 

Dalam alur kerja selanjutnya retribusi yang dipungut oleh Dinas Penanaman 

Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut langsung disetor ke Kas 

Daerah oleh Bendahara Penerimaan melalui Bank Jateng cabang Ungaran. 

Sebagai tambahan informasi bahwa berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah maka Perizinan Mineral bukan Logam dan Batuan 

dan Izin Pengusahaan dan pemakaian air tanah selanjutnya menjadi kewenangan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

 

b. Belanja Daerah 

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten semarang yang terdiri dari 

urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

dalam upaya  memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas 

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan 

urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Miniman (SPM) yang telah 

ditetapkan. Belanja yang wajib dan mengikat agar direncanakan sesuai kebutuhan 

selama 12 bulan. 

Terdapat beberapa hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk 

Belanja :  

1) Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek; 
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2) Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

harus didukung dengan ketersediaan dana pada struktur pendapatan 

daerah; 

3) Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya 

efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana 

perlu dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah; 

4) Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan 

kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung; 

 

c. Strategi dan Prioritas 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik Badan Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerapkan strategi prioritas: 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan formal 

maupun non formal sehingga dapat bersaing dalam segala hal; 

2) Meningkatkan daya saing kualitas produk pertanian dan industri kecil/ 

rumah tangga dan produk jasa pariwisata; 

3) Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat dengan 

peningkatan kinerja aparatur, peningkatan sumber daya aparatur, 

mengefektifkan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan, serta 

merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan 

perkembangan  keadaan dan tuntutan pembangunan; 

4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan 

kebijakan publik, penganggaran dan pengawasan. 

 

2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Pernyataan Visi Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Starategis ( Renstra ) yaitu “ Prima dalam 

Pelayanan, Tepat, Mudah dan Cepat “. 

Prima dalam Pelayanan, karena Dinas Penanaman Modal Dan  Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat 

(public services provider), dimana public service merupakan icon tugas 

pemerintahan secara umum. 

Tepat, hal tersebut berkaitan dengan performa pelayanan prima individual dan 

institusional Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Diharapkan dengan penampilan kantor dan individual yang ramah dan tepat maka 

kenyamanan pemohon ijin akan terpenuhi, harapan selanjutnya hal tersebut 

mempunyai multy player efek berupa meningkatnya minat masyarakat melakukan 
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ijin . Peningkatan animo ijin tentunya berimbas pada peningkatan pendapatan 

daerah. 

Mudah dan Cepat, hal tersebut berkaitan pada komitmen performa akselerasi 

pelayanan publik. Diharapkan dengan makin mudah dan cepatnya pelayanan ijin 

maka animo pemohon ijin akan meningkat, dan tentunya terjadi peningkatan 

pendapatan daerah. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  

Terpadu Satu Pintu dalam tahun anggaran 2019 melaksanakan 9  program yang 

terurai dalam 30 kegiatan dengan ringkasan capaian indikator keluaran per 

kegiatan pada lampiran I.Tingkat Capaian Kinerja TA 2019 : 

 

No. Kegiatan 
Capaian Target Kinerja 
 (Ringkasan Keluaran) 

I Program pelayanan administrasi 
perkantoran 

 

1. Pengelolaan  surat menyurat - Terkelolanya 2.417 surat keluar, 2.410 
surat masuk, penggandaan  

2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber 
daya air dan listrik 

- Terbayarnya fasilitas listrik, telepon, air, 
alat listrik dan elektronik (12 bulan) 

3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 
Kerja serta Perlengkapan Kantor 

- Terpeliharanya Perlengkapan dan 
peralatan gedung Kantor 

6. Penyediaan Logistik Kantor - Terpenuhinya makan minum harian 
pegawai, rapat dan tamu, Tersedianya 
bahan bacaan, Terpenuhinya ATK, cetak 
dan penggandaan 

7. Penatausahaan administrasi keuangan 
SKPD 

- Terbayarnya honor administrasi keuangan 
dan pengelolaan keuangan SKPD dan 
Terpenuhinya perjalanan dinas luar 
daerah 

8. Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terpeliharannya kebersihan dan 
kenyaman kantor dan tersedianya 
peralatan kebersihan 

9. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi 
keluar daerah. 

- Terlaksananya rapat koordinasi dan 
konsultasi keluar daerah 

10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ 
Teknis Perkantoran 

- Terbayarnya jasa instruktur senam, 
penjaga malam, tenaga kebersihan, 
tenaga keamanan dan sopir 

II Program peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur 

  

7. Pengadaan Perlengkapan dan 
Peralatan kantor dan gedung kantor 

- Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan 
kantor dan gedung kantor 

10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 
kantor 

- Pemeliharaan Gedung DPMPTSP 

12. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 
dinas/ operasional. 

- Terpeliharanya kendaraan dinas dan 
terbayarnya pajak kendaraan 

14. Pemeliharaan rutin / berkala 
perlengkapan dan peralatan gedung 
kantor. 

- Terpeliharanya perlengkapan dan 
peralatan gedung kantor 

III. Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

 

2. Pengadaan Pakaian dinas beserta 
perlengkapannya 

- Seragam DPMPTSP Kabupaten 
Semarang 

5. Pengelolaan Administrasi 
Kepegawaian 

- Terselesaikannya administrasi 
kepegawaian menjadi lebih teratur selama 
1 tahun 

V. Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur  

 

01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - Peningkatan SDM melalui 
bimtek/pelatihan pegawai 

02. Sosialisasi/Bintek Peraturan 
Perundang-undangan 

- Terselenggaranya sosialisasi perijinan 

VI. Program peningkatan  
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No. Kegiatan 
Capaian Target Kinerja 
 (Ringkasan Keluaran) 

pengembangan sistem pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan 

01. Penyusunan laporan capaian kinerja 
dan keuangan SKPD 

- Tersedianya laporan LKD, LKJIP, LKPJ, 
Evaluasi Renja, LPPD, POK 

- Tersediannya laporan keuangan dan 
tercapainya target kinerja 

VII. Program perencanaan  

01. Penyusunan dokumen perencanaan 
SKPD 

- Tersedianya dokumen perencanaan : 
RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, 
Renja, Renstra, RKPD 

- Tersedianya dokumen perencanaan yang 
akuntabel 

XVI. Program peningkatan promosi dan 
kerjasama investasi 

-  

 05. Koordinasi perencanaan dan 
pengembangan penanaman modal. 

- Terfasilitasinya kegiatan business 
matching yang diikuti Kab.Semarang di 
Tingkat Provinsi dan nasional serta 
terlaksananya temu bisnis antar pelaku 
usaha besar dan UMKM 

 08. Peningkatan kegiatan pemantauan, 
pembinaan dan pengawasaan 
pelaksanaan penanaman modal.  

- Tersusunnya dokumen tentang laporan 
kegiatan Penanaman modal dan 
perkembangan rea lisasi penanaman 
modal pada perusahaan PMA dan PMDN 
di Kabupaten Semarang 

 09. Peningkatan kualitas SDM guna 
peningkatan pelayanan investasi 

- Terselenggaranya penilaian standar mutu 
ISO 

- Peningkatan kualitas SDM, pelaksanaan 
fasilitas pengukuran dan evaluasi sertifikat 
standart manajemen mutu ISO 9003: 2015 
bidang pelayanan publik 

 10. Penyelenggaraan pameran investasi - Meningkatnya proyek investasi PMA dan 
PMDN di Kabupaten Semarang 

 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. - Tersedianya informasi informasi investasi 
dan Standar Operasional Prosedur 
Investasi 

 12. Penyusunan buku rencana umum 
penanaman modal 

- Tersedianya dokumen acuan pelaksanaan 
pembangunan bidang PM 

XVI Program peningkatan iklim investasi 
dan realisasi investasi. 

-  

 04.  Pengembangan System Informasi 
PenanamanModal 

- Simpatu bekerja optimal dan terlayaninya 
informasi pemohon perizinan 

 12. Penyederhanaan prosedur perizinan 
dan peningkatan pelayanan perizinan 
usaha  

- Meningkatnya kwalitas pelayanan 
perizinan usaha 

- Terselenggaranya pelayanan perizinan 
usaha (kunjungan lapangan) dan rakor 
perizinan 

13. Penyederhanaan prosedur perizinan 
dan peningkatan pelayanan perizinan 
PM dan Non Usaha 

- Meningkatnya kualitas pelayanan 
penanaman modal dan non perijinan 
(tepat waktu dan mudah) 

- Terselenggaranya pelayanan perizinan 
usaha (kunjungan lapangan) dan rakor 
perizinan 

14 
. 

Penyederhanaan prosedur perizinan 
dan peningkatan pelayanan perizinan 
Dasar 

- Meningkatnya kualitas pelayanan 
perizinan dasar tepat waktu dan mudah 
selama satu tahun 

15. Penyederhanaan prosedur perizinan 
dan peningkatan pelayanan perizinan 
Tertentu 

- Meningkatnya kualitas pelayanan tertentu 
tepat waktu dan mudah selama 1 tahun 
serta meningkatnya kesadaran 
masyarakat mengurus IMB 

16. Pelayanan Publik Yang Prima - Terwujudnya pelayanan publik yang prima 
XVII. Program Penyiapan Potensi sumber 

Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 
 

01. Kajian Potensi Sumber Daya Yang 
Terkait Dengan Investasi 

- Meningkatnya keberhasilan realisasi PMA 
& PMDN di Kabupaten Semarang 
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BAB III 

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 

 

1. Kinerja Pendapatan 

Secara keseluruhan prestasi / capaian target pendapatan dari Dinas Penanaman 

Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang mencapai target 

108.34% dari target tahunan. Hal tersebut ditampakkan pada tabel 1 dibawah ini : 

Tabel I  Pendapatan Tahun Anggaran 2019 

No 

Kelompok 

Pendapatan dari 

Retribusi 

Target 

Pendapatan 

2018 

Realisasi 

Pendapatan 

2018 

Prosentase 

Capaian 

Target 

Target 

Pendapatan 

2019 

Realisasi 

Pendapatan 

2019 

Prosentase 

Capaian 

Target 

Rp. Rp. % Rp Rp % 

1. 

Retribusi Ijin 

Mendirikan 

Bangunan 

7.131.693.000 5.826.852.028 81,70 5.500.000.000 

 

6.206.923.026 

 
 

112.85 

2. 
Retribusi Ijin 

Gangguan 
779.982.000 789.123.240 101,17 - - - 

3. 

Retribusi 

Pelayanan 

Pemakaman 

61.005.000 57.920.000 94,94 66.815.000 44.190.000 66.14 

4. 

Retribusi 

Pelayanan 

Pengabuan 

Mayat 

3.045.000 3.150.000 103.44 3.203.000 2.841.000 88.70 

5. 

Retribusi 

perpanjangan 

Izin 

Mempekerjakan 

Tenaga Kerja 

Asing (IMTA) 

1.000.000.000 809.604.500 80,96 1.047.375.000 839.202.700 80.12 

6. 

 

 

 

 

 
7. 

Retribusi Izin 

Tempat    

penjualan 

Minuman 

Beralkohol 

 
Penerimaan 
Lainnya 

 13.000.000   

 

 
 
 
 
 
 
 
76.111.000 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah 8.975.725.000 7.500.149.768 83,56 6.617.393.000 7.169.267.726 108.34 

 

Retribusi perijinan DPMPTSP bersifat menunggu permohonan tanpa adanya 

kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus ijin, maka ijin tidak dapat 

diterbitkan retribusi tidak dapat ditarik. Total realisasi pendapatan pada tahun 2019 

mengalami kenaikan dari total pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 7.500.149.768,- 

menjadi Rp. 7.169.267.726 hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya hal 

ini disebabkan oleh : 
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1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan  

Target IMB melalui penetapan Tahun 2019 sebesar Rp. 5.500.000.000,- . Target 

IMB tidak mengalami perubahan kenaikan pada tahun ini. Dengan capaian 

pendapatan sebesar Rp. 6.206.923.026,-,. Sekitar 112,85%Pencapaian target  ini 

disebabkan karena : 

a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang lebih tinggi. 

b.  Perluasan usaha industri pengembangan kawasan perumahan perdagangan 

dan jasa. 

c. Adanya gerakan sadar ber-IMB yang disosialisasikan di 19 kecamatan 

menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah ber-IMB. 

2. Retribusi Pelayanan Pemakaman 

Ijin retribusi Pelayanan Pemakaman bersifat menunggu laporan dari pemakaman 

yang masuk dan membayar retribusi. Retribusi pemakaman didapat dari havenhills 

yang menyetorkan retribusi ke DPMPTSP. Target Pemakaman sebesar Rp. 

66.815.000,- mencapai realisasi Rp. 44.190.000,- sekitar 66,14%. 

3. Retribusi pelayanan Pengabuan Mayat 

Ijin retribusi Pelayanan Pengabuan mayat bersifat menunggu laporan dari 

pemakaman yang masuk dan membayar retribusi. Ijin Pengabuan ini di dapat dari 

gotong royong dan havenhill selaku penyetor retribusi. Retribusi Pelayanan 

Pengabuan Mayat mencapai target realisasi 88,70 %. Dengan angka penetapan 

Rp. 3.203.000,- mencapai realisasi Rp. 2.841.000,- 

4. Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 

Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang harus dimiliki untuk 

setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka 

penanaman modal oleh PMA/PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam 

kegiatanya. Target IMTA pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.047.375.000,- dengan 

pencapaian realisasi sebesar Rp. 839.202.700,-. Sekitar 80,12 %. Pencapaian 

target yang tidak sesuai dengan penetapan disebabkan oleh beberapa hal : 

- Banyaknya tenaga kerja asing yang EPO (Exit Permit Only) izin untuk 

meninggalkan Indonesia dan tidak kembali lagi. Tenaga kerja yang kehabisan 

visa bekerja biasanya tenaga kerja asing sudah habis masa kontrak kerjanya 

dengan perusahaan tempat dia bekerja. Apabila TKA membuat Visa baru lagi 

perpanjangan IMTA dibayar melalui Kas Negara. 

- Adanya Pepres No 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa pemberi Kerja TKA 

tidak wajib memiliki RPTKA untuk memperkerjakan TKA yang merupakan 

pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau anggota dewan 

komisaris pada pemberi kerja TKA. 
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Sesuai dengan Pendelegasian Kewenangan Nomor 130/0440/2017 tanggal 4 

Agustus 2017 Tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Semarang kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Semarang untuk menerbitkan dan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan 

sebanyak 47 jenis perizinan yang dikelola DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

 

2. Kinerja Pengeluaran 

Secara keseluruhan anggaran belanja / pengeluaran Dinas Penanaman Modal 

Dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang selama tahun 2019 sebesar 

Rp. 5.813.639.000,- yang terdiri dari belanja pegawai tidak langsung sebesar Rp. 

3.446.811.000,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.119.851.000,- dan belanja 

pegawai non gaji Rp. 28.956.000,- serta belanja modal sebesar Rp. 218.021.000,-.Untuk 

target belanja pegawai tidak langsung selama tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 

2.869.649.095,- (mencapai 83.35%). Sedangkan serapan dana untuk belanja barang 

dan Jasa pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.063.297.660,- (mencapai 97,33%) 

Belanja pegawai Non gaji sebesar Rp. 28.328.500,- (mencapai 97,83 %). Dan Belanja 

modal terserap sebesar Rp. 216.104.000,-(mencapai 99,12%). Beberapa uraian tersebut 

dapat ditampakkan pada tabel di bawah ini : 

Data Perkembangan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja 

DPMPTSP KABUPATEN SEMARANG 

Tahun Anggaran 2018 dan 2019 

No Kelompok Belanja 
2019 2018 

Anggaran Realisasi %  Anggaran Realisasi % 

1 Tidak Langsung 

Gaji 

3.446.811.000 2.869.649.095 83,25 3.220.187.000 2.762.112.941 97 

2 Langsung 2,366.828.000 2.307.730.160 96,66 2.365.332.000 2.281.707.653 96,66 

 Belanja Pegawai 28.956.000 28.328.500 97.83 33.100.000 32.828.250 99.17 

 Belanja Barang dan 

Jasa 

2.119.851.000 2.063.297.660 97.33 2.108.197.000 2.030.778.903 96,32 

 Belanja Modal 218.021.000 216.104.000 99.12 224.035.000 218.100.500 97,35 

 Jumlah 5.813.639.000 5.177.379.255 89.05 5.585.519.000 5.043.820.594 90.30 

 

Anggaran DPMPTSP pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.813.639.000,- mengalami 

kenaikan sebesar Rp.228.120.000,-, dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 5.585.519.000 

kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya Belanja tidak langsung dan belanja 

langsung di DPMPTSP. Berikut ini penjelasan capaian target  DPMPTSP: 

1. Belanja tidak langsung 

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja Gaji dan tunjangan, tambahan 

Penghasilan PNS, Belanja Insentif pemungutan retribusi daerah dan Tambahan 

penghasilan untuk THR dan gaji ketiga belas. Dengan Pagu Anggaran Rp. 

3.446.811.000,- hanya tercapai realisasi belanja gaji sebesar Rp. 2.869.649.095,-  
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(83.25%) hal ini disebabkan perhitungan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan 

realisasi leger gaji, dan upah pungut triwulan IV yang belum direalisasikan di tahun 

2019. 

2. Belanja Langsung 

Belanja Langsung DPMPTSP dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 2.366.828.000,- 

hanya terealisasi sjumlah Rp.2.307.730.160,- sekitar  (97.50%). Hal ini dikarenakan 

efisiensi realisasi kegiatan dan sisa tender dari pihak ketiga. Realisasi anggaran 

belanja langsung tidak mencapai target 100% . Target kinerja keuangan yang tidak 

tercapai atau serapan anggaran masih dibawah 100 persen berasal dari efisiensi 

belanja langsung dari masing-masing kegiatan. Pencapaian realisasi dan 

penjelasan alasan bertambah berkurangnya realisasi DPMPTSP sudah disajikan 

dalam Lampiran B.  

(Laporan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun     Anggaran 

2019).kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk   kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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BAB IV     

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

Laporan Keuangan Dinas penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah  71 Tahun 2010 Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 147 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang nomor 110 tahun 2011 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang. Sesuai dengan Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual dan 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem akuntansi 

Pemerintah Daerah dan Bagan Akun standar berbasis akrual penyusunan laporan 

keuangan menggunakan sistem akrual basis. 

Untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan realisasi dana APBD yang 

telah dipertanggungjawabkan dan telah dilakukan verifikasi. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan dalam Laporan Keuangan di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu : 

1. Akuntansi Pendapatan. 

2. Akuntansi Beban dan Belanja. 

3. Pengakuan Aktiva Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran. 

 

1. Akuntansi Pendapatan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah 

pendapatan, yakni pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan 

LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo 

Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. 

Pendapatan DPMPTSP diakui jika pemohon berdasarkan SKRD melakukan 

pembayaran retribusi secara tunai ke BPD atau ke kas bendahara Penerimaan dan 

kemudian diberikan tanda bukti pembayaran berupa STS oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. 

2. Akuntansi Beban dan Belanja 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang sdapat berupa pengeluaran atau konsumsi 

aset atau timbulnya kewajiban. 

Belanja merupakan semua pengeluaran Kas Umum Daerah (KUD) yang mengurangi 

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
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pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat timbulnya 

kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau 

potensi jasa.  

Suatu Pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (akan menjadi 

aset) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : 

a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk 

dijual. 

c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang 

tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah 

ditetapkan. 

3. Sistem Akuntansi Piutang 

Piutang merupakan salah satu asset yang cukup penting bagi pemerintah 

daerah , baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang 

akuntanbilitasnya. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama 

dengan nilai bersih yang dapat direalisasi. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan 

melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah 

taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa 

akan datang. Penilaian kualitas piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur 

piutang dan jenis piutang. 

4. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran 

Aset tetap (tidak termasuk yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah) 

diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui 

dan telah diverifikasi dalam periode berkenaan. Verifikasi antara lain, meliputi 

reklasifikasi belanja modal yang tidak sesuai peruntukan rekeningnya.  Aset tetap yang 

berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada 

saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. 

Dalam pengakuan Aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara 

penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama. Pengurangan 

adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset 

tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. 

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap bisa disajikan 

berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. 

Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya 

manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia 

manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan / atau (3) menurunkan biaya pengoperasian 

sebuah aset tetap. Termasuk dalam pengembangan aset tetap adalah rehabilitasi dan 

pemeliharaan aset tetap. Biaya pengembangan yang memenuhi syarat akan 

dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap. Pengembangan aset 
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tetap berasal dari pos belanja operasional pemeliharaan dan belanja modal. 

 Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya 

penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti 

dari aset tetap semula dan menambah biaya penggantian pada harga perolehan aset 

tetap. 

PENGUKURAN ASET  

 Persediaan 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan atau operasional pemerintah dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat.  

a. Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai.Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup 

harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang 

dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan 

tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut 

dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya 

perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga 

taksiran pada saat perolehan.  

b. Peralatan dan Mesin. 

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan eksistensinya / keberadaannya pada 

saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD, 

atau pelimpahan dari instansi vertikal, dan dinilai berdasarkan harga pasar. Sesudahnya 

setiap terjadi penambahan dinilai dengan harga perolehan, meliputi biaya pembelian, 

biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan 

aset tersebut sehingga dapat digunakan.  

c. Gedung dan Bangunan. 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam 

kondisi siap pakai.  

d. Aset Tetap Lainnya  

Mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset 

Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah 

dan dalam kondisi siap pakai.  
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e. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Mencangkup jaringan yang dibangun oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

Jaringan merupakan aset insfrastruktur yang merupakan bagian dari satu sistem atau 

jaringan.  

f. Aset Lainnya 

aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai 

wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan 

fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh mdari proses pengadaan 

dari luar entitas.  

 Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 

Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari 

pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen 

yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan. 

DPMPTSP Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban Jangka pendek. Kewajiban 

jangka pendek merupakan kewajiban yang dibayarkan dalam waktu paling lama 12 

bulan setelah tanggal pelaporan, yang terdiri dari : 

a) Pendapaten diterima dimuka : DPMPTSP mempunyai kewajiban pendapatan 

diterima dimuka yang didapat dari retribusi IMTA (Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).  

b) Utang Belanja Pegawai : merupakan utang jangka pendek yang berupa insentif 

atau upah pungut yang belum direalisasikan di tahun 2018 dari perhitungan seluruh 

retribusi yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

c) Utang Belanja Barang dan Jasa : merupakan utang jangka pendek berupa utang 

belanja telepon bulan november s/d desember 2018. 

 

 Ekuitas 

Ekuitas adalah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap 

aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban dalam neraca. Arti ekuitas dapat 

juga didefinisikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu selisih jumlah aktiva 

(aset) dikurangi dengan pasiva (kewajiban).  
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BAB V   

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN 

 

1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

a. Pendapatan Daerah 

Total realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 7.169.267.726 atau  108.34 % 

dari target pendapatan sebesar Rp. 6.617.393.000,- 

Keterangan Anggaran Realisasi % 

Pendapatan Asli Daerah 6.617.393.000 7.169.267.726 108.34 

Pendapatan Transfer - - - 

Lain-lain Pendapatan yang Sah - - - 

Jumlah 6.617.393.000 7.169.267.726 108.34 

 

1) Pendapatan Asli Daerah 

Total realisasi pendapatan retribusi tahun 2019 sebesar Rp  7.169.267.726,- atau 

% 108.34 dari target sebesar Rp. 6.617.393.000,- 

Keterangan Anggaran Realisasi % 

Pendapatan Pajak Daerah    

Pendapatan Retribusi 6.617.393.000 7.169.267.726 108.34 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
Sah 

   

Jumlah 6.617.393.000 7.169.267.726 108.34 

 

Pendapatan retribusi tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut : 

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % 

1 Retribusi Pelayanan pemakaman 66.815.000 44,190.000 66.14 

2 Realisasi Pelayanan Pengabuan Mayat 3.192.000 2.841.000 89.00 

3 Retribusi perpanjangan IMTA 1.047.375.000 839.202.700 80,12 

4 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 5.500.000.000 6.206.923.026 112.85 

5 Penerimaan lainnya  76.111.000  
 Jumlah 6.617.393.000 7.169.267.726 108.34 

 

b. Belanja Daerah 

Realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 5.177.379.255     atau   89.06% dari target 

sebesar Rp 5.813.639.000,- 

Keterangan Anggaran Realisasi % 

Belanja Operasi 5.595.618.000 4.961.275.255 88.66 

Belanja Modal 218.021.000 216.104.000 99.12 

Belanja Tak Terduga    

Jumlah 5.813.639.000 5.177.379.255 89.06 

 
a) Belanja Operasi 

Realiasi tahun 2019 sebesar Rp 4.961.275.255,- atau 88.66 % dari target     

sebesar Rp. 5.595.618.000,- 

Keterangan Anggaran Realisasi % 

Belanja Pegawai 3.475.767.000 2.897.977.595 83.38 

Belanja Barang dan Jasa 2.119.851.000 2.063.297.660 97.33 
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Belanja Subsidi    

Belanja Hibah    

Belanja Bantuan Sosial    

Jumlah 5.595.618.000 4.961.275.255 88.66 
 

1) Belanja Pegawai 

Uraian Anggaran Realisasi % 

Belanja Gaji dan tunjangan 1.990.486.000 1.624.736.441 81.63 

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.109.670.000 973.030.000 87.69 

Insentif pemungutan Retribusi Daerah 346.655.000 271.882.654 78.43 

Honorarium Non  PNS 140.000 140.000 100 

Uang Lembur 8.316.000 8.288.500 99.67 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga 
belas 

0 0 0 

Jumlah 3.475.767.000 2.897.977.595 83,38 

 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 sebesar Rp.2.063.297.660,- 

atau 97.33   % dari target sebesar Rp.2.119.851.000,- dengan rincian sebagai 

berikut : 

Uraian Anggaran Realisasi % 

Belanja bahan habis pakai 230.544.000 220.693.517 95.73 

Belanja Bahan Material 42.438.000 41.157.500 96.98 

Belanja Jasa kantor 593.143.000 578.374.056 97.51 

Belanja Premi Asuransi 12.767.000 7.471.350 58.52 

Belanja perawatan kendaraan bermotor 55.974.000 54.096.873 96.65 

Belanja Cetak dan Penggandaan 206.343.000 205.241.000 99,47 

Belanja sewa rumah /gedung 
/gudang/parkir 

26.500.000 26.500.000 100,00 

Belanja makanan dan minuman 119.601.000 113.011.500 94.49 

Belanja Pakaian kerja 3.000.000 3.000.000 100,00 

Belanja Perjalanan dinas 604.426.000 598.084.864 98.95 

Belanja pemeliharaan 103.700.000 103.217.000 99.53 

Belanja jasa konsultasi 50.000.000 46.985.000 93.97 

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 
bimbingan teknis PNS 

8.000.000 7.250.000 90.63 

Belanja honorarium non pegawai 40.500.000 40.100.000 99.01 
Jumlah 2.119.851.000 2.063.297.660 97,33 

 

b) Belanja Modal 

Realisasi belanja modal sebesar Rp.218.021.000,- atau  99.12  % dari target 

sebesar Rp.216.104.000,- dengan rincian sebagai berikut : 

Keterangan Anggaran Realisasi % 

Belanja Modal Tanah    

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 218.021.000 216.104.000 99.12 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan    

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

   

Belanja Modal Tetap Lainnya    

Belanja Modal Aset Lainnya    
Jumlah 218.021.000 216.104.000 99.12 
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Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari : 

Keterangan Anggaran Realisasi % 

Belanja Modal Penggadaan alat kantor 51.439.000 49.944.000 97.09 

Belanja modal penggadaan alat rumah tangga 34.050.000 34.050.000 100 

Belanja modal pengadaan komputer 132.532.000 132.110.000 99.68 

Jumlah 218.021.000 216.104.000 99.12 
 

 

-  Belanja modal pengadaan alat kantor berupa  : 

Keterangan Anggaran Realisasi % 

Belanja Modal Penggadaan alat penyimpanan 
perlengkapan kantor 

51.439.000 49.944.000 97.09 

Mobile file  43.509.000  

Filling cabinet  6.435.000  

Jumlah 51.439.000 49.944.000 97.09 

 

- Belanja modal pengadaan alat rumah tangga  : 

Keterangan Anggaran Realisasi % 

Belanja Modal pengadaan meubelair 17.550.000 17.550.000 100 

Belanja modal pengadaan alat rumah tangga 
lainnya (Home use) 

16.500.000 16.500.000 100 

Jumlah 34.050.000 34.050.000 100 

 

-  Belanja modal pengadaan komputer berupa : 

Keterangan Realisasi Merk 

Belanja Printer multi fungsi 18.150.000 Canon 

Belanja printer multi fungsi dan scanner 40.260.000 canon 

Belanja PC Desktop AIO 19.800.000 Asus 

Belanja PC Desktop AIO Touch 47.520.000 lenovo 

Instalasi jaringan LAN 6.380.000  
 

2 PENJELASAN POS-POS NERACA 

a. Aset 

Total aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.800.681.646,75  atau turun  0.99  

% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 

4.832.636.261,75  ,- 

1)    Aset Lancar 

Aset lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp.  200.065.919,75  atau naik    

1,22% dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2018 sebesar 

Rp.162.723.404,75     dengan rincian sebagai berikut : 

Keterangan 2019 2018 

Kas lainnya 205.400 205.400 

Piutang Retribusi 301.843.200 271.706.200,00 

Penyisihan Piutang -121.553.180,25 -121.402.495,25 

Persediaan 19.570.500 12.419.700,00 
Jumlah 200.065.919,75 162.723.404,75 

 

a) Kas lainnya 

Terdapat kas lainnya sebesar Rp. 205.400,-. merupakan kas yang ada di buku 

titipan kas BPD Cabang Pembantu Tengaran semenjak tanggal 10 Mei 2019. 
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Hal ini disebabkan adanya kesalahan input transaksi setoran ke Rekening 

1022012092 atas nama DPMPTSP yang seharusnya terimput setoran tunai 

menjadi penarikan tunai.  

b) Piutang Retribusi 

Piutang retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 301.843.200  atau naik  

1,11 % dibandingkan dengan piutang retribusi per 31 Desember 2018 sebesar 

Rp  271.706.200,-piutang retribusi tahun 2019 terdiri dari : 

-   Piutang retibusi Izin Mendirikan Bangunan    : Rp. 233.517.400,- 

-   Piutang retribusi Izin Gangguan    : Rp.   68.325.800,-   

c) Penyisihan Piutang 

Penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (121.553.180,25)    

atau naik  1.00 % dibandingankan dengan penyisihan piutang per 31 Desember 

2018 sebesar Rp.  (121.402.495,25)    penyisihan piutang tahun 2019 terdiri 

dari : 

- Penyisihan piutang retribusi terdiri dari : 

a. Penyisihan piutang HO  : Rp.   68.325.800,25 

b. Penyisihan piutang IMB   : Rp.  233.517.400,- 

d) Persediaan 

Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 19.570.500,- atau naik 1,57% 

dibandingkan dengan persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 

12.419.700,- persediaan tahun 2019 merupakan persediaan bahan habis pakai 

berdasarkan Berita Acara Nomor 036/2417/2019 tanggal 31 Desember 2019 

dengan rincian sebagai berikut : 

Jenis Persediaan 2019 2018 

Alat tulis kantor 2.771.700 1.106.200 

Alat listrik dan elektronik 497.000   766.000 

Perangko materai dan benda pos lainnya   30.000   150.000 

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih  1.440.500    1.296.000   

Barang Cetakan 12.488.800 5.216.600 

Bahan Makanan Pokok 2.032.500 1.425.000 

Persediaan perlengkapan pelatihan, 
rapat,sosialisasi 

310.000  

Jumlah 19.570.500 12.419.700 

 

2)     Aset Tetap 

Aset tetap yang dimiliki oleh DPMPTSP per 31 Desember 2019 sebesar Rp.,- 

5.275.283.134,-naik sebesar Rp.701.336.541,- atau sebesar 1.15 % dibanding 

saldo awal per 31 desember 2018 sebesar Rp. Rp.4.573.946.593,- dengan 

rincian/keterangan sebagai berikut : 

Saldo Awal per 31 desember 2018    Rp. 6.116.531.761,- 
Penambahan 
Belanja Modal tahun 2019     Rp.     216.104.000,- 
Belanja Hibah       Rp.        
Belanja barang dan jasa     Rp.       
Mutasi Masuk      Rp. 761.059.000,-      
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Reklasifikasi masuk antar aset tetap   Rp.       
Reklasifikasi masuk ke aset lainnya   Rp.       
Koreksi        Rp.       
Jumlah       Rp.      
Berkurang 
Barang Ekstrakomtable     Rp.          
Reklas keluar antar aset tetap    Rp.       
Reklas keluar ke aset lainnya    Rp.       
Mutasi keluar antar OPD                                               Rp.    65.000.000   
Penyusutan 2019       Rp.  (1.753.411.627) 
Jumlah        Rp           
Saldo Akhir       Rp.  5.275.283.134,-  

a) Tanah 

Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.356.500.000,- . Tidak mengalami 

perubahan. 

b) Peralatan dan Mesin. 

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.999.171.061,- 

naik/turun sebesar Rp. 151.104.000atau 0.94  % dibandingkan dengan saldo 

per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.848.067.061,- dengan rincian sebagai 

berikut : 

Keterangan 2018 Mutasi 

Bertambah 

Mutasi 

Berkurang 

Pengadaan  2019 

Alat-alat Bantu 148.157.000    148.157.000 

Alat Angkutan Darat 
bermotor 

1.134.187.827  65.000.000  1.069.187.827 

Alat Kantor 202.950.492 29.401.000  49.944.000 282.295.491 

Alat Rumah Tangga 518.366.031 38.889.393   557.255.420 

Komputer 507.641.408   132.110.000 639.751.408 

Meja dan Kursi Kerja 
/Rapat Pejabat 

180.400.110   17.550.000 197.950.110 

Alat Studio 71.788.800  29.401.000  42.387.800 

Alat Komunikasi 77.253.000  38.889.393 16.500.000 56.686.000 

Alat kedokteran 5.500.000    5.500.000 

Alat Laboratorium 
Lingkungan hidup 

1.822.393    0 

Jumlah 2.848.067.061 68.290.393 133.290.393 216.104.000 2.999.171.061 

 

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : 

Saldo awal Rp. 2.848.067.061 
Penambahan   
Belanja Modal Rp. 216.104.000 
Belanja Barang dan Jasa Rp.  
Hibah Rp.  
Mutasi Masuk Rp.  
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap Rp. 68.290.393 
Reklasifikasi Masuk antar Aset Lainnya Rp.  
Koreksi Rp.  
Jumlah Rp.  
Berkurang   
Ekstrakontable Rp.  
Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap Rp. 133.290.393 
Reklasifikasi Keluar antar Aset Lainnya Rp.  
Mutasi Keluar Rp.  
Koreksi Rp.  
Jumlah Rp.  
Total Rp. 2.999.171.061 
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c) Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.592.775.200,-  

mengalami  kenaikan di tahun 2019 sebesar Rp.761.059.000 sekitar 1.78 

%.Kenaikan dikarenakan adanya Rehab gedung bangunan kantor DPMPTSP. 

Dengan saldo awal per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.831.716.200,- 

dengan rincian sebagai berikut : 

Keterangan 2018 Bertambah Berkurang 2019 
Bangunan Gedung Kantor 2.656.475.200 761.059.000  3.417.534.200 

Bangunan Gedung Instalasi 44.241.000   44.241.000 

Tugu Peringatan 131.000.000   131.000.000 
Jumlah 2.831.716.200   3.592.775.200 

 

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : 

Saldo awal Rp. 2.831.716.200 
Penambahan   
Belanja Modal Rp.  
Belanja Barang dan Jasa Rp.  
Hibah Rp.  
Mutasi Masuk Rp. 761.059.000 
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap Rp.  
Reklasifikasi Masuk antar Aset Lainnya Rp.  
Koreksi Rp.  
Jumlah Rp. 3.592.775.200 
Berkurang   
Ekstrakontable Rp.  
Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap Rp.  
Reklasifikasi Keluar antar Aset Lainnya Rp.  
Mutasi Keluar Rp.  
Koreksi Rp.  
Jumlah Rp.  
Total Rp. 3.592.775.200 

 

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 79.753.600,- 

tidak mengalami kenaikan atau penurunan atau   0% dari saldo per 31 

Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut : 

Keterangan 2017 Bertambah Berkurang 2018 

Instalasi Pertanahan 10.000.000   10.000.000 

Instalasi Pengaman 47.070.000   47.070.000 

Jaringan Listrik 22.683.500   22.683.500 
Jumlah 79.753.500   79.753.500 

 

Instalasi pertahanan merupakan instalasi pertahanan didarat terdiri dari; 

-  Jaringan computer system informasi perijinan : Rp. 10.000.000,- 

Instalasi pengaman merupakan instalasi pengaman penangkal petir terdiri dari : 

-  Jaringan PABX  :  Rp.25.240.000,- 

-  Jaringan CCTV  :  Rp.21.830.000,- 

Instalasi jaringan listrik merupakan jaringan distribusi terdiri dari : 

-  Tambah daya  : Rp.22.683.500,- 
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e) Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.495.000,- tidak mengalami 

kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018. 

Aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut : 

Keterangan 2017 Bertambah Berkurang 2018 

Undang-Undang Kepegawaian 210.000   210.000 

PP N .58 Th 2005  125.000         
125.000 

Buku Permendag No. 13 Th. 
2006 

160.000   160.000 

Jumlah 495.000 0 0 495.000 

 

f)   Akumulasi Penyusutan 

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.807.501.460,-  naik 

sebesar Rp 264.916.292,-  atau  1,17 % dibandingkan dengan saldo per 31 

Desember 2018 sebesar Rp. 1,542.585.168,- dengan rincian sebagai berikut : 

Keterangan 2019 2018 

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 990.873.417 907.356.290 

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 743.176.450 619.096.858 

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 18.926.160 15.736.020 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 435.600 396.000 

Jumlah 1.753.411.627 1.542.585.168 

 

1) Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin terdiri dari : 

- Akumulasi Penyusutan Alat Bantu 14.877.200 

- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 478.024.989 

- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor 77.051.971 

- Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga 160.520.272 

- Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer 164.006.922 

- Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat 
Pejabat 

71.712.619 

- Akumulasi Penyusutan Alat Studio 12.107.740 

- Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi 10.811.700 

- Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran 1.760.000 

- Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan 
Hidup 

0 

Jumlah 990.873.417 

 

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir 

Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun : 

Rumus Jumlah (Rp) 

Beban penyusutan (LO) 275.826.459,00  

Akumulasi penyusutan akhir tahun (1.753.411.627,00) 

Akumulasi penyusutan awal tahun (1.542.585.168,00) 

Selisih : 65.000.000,00  

Catatan : Selisih tersebut merupakan mutasi keluar atas akumulasi 

penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp.65.000.000.  
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2) Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan terdiri dari : 

- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 735.316.450 

- Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan 7.860.000 
Jumlah 743.176.450 

 

3) Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : 

- Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan 4.000.000 

- Akumulasi Penyusutan  Instalasi Pengaman 11.296.800 

- Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik 3.629.360 

Jumlah 18.926.160 

 

4) Akumulasi penyusutan Aset tetap lainnya 

- Akumulasi Penyusutan Buku 435.600 

Jumlah 435.600 

 

g) Aset Lainnya 

Aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.204.848.381,- tidak mengalami 

kenaikan/penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 

Rp.204.848.381,- dengan rincian sebagai berikut :  

Keterangan 2019 2018 

Aset Tidak Berwujud Lainnya 204.848.381 204.848.381 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak 
Berwujud 

(128.376.955) (108.882.117) 

Jumlah Aset Lainnya 76.471.426 95.966.264 

 

Aset tidak berwujud lainnya dan akumulasi aset tidak berwujud lainnya terdiri dari  

Keterangan 
2019 Akum. Penyusutan 2018 

Sisitem Informasi Perijinan Usaha) 

 
9.900.000 

 
9.900.000 

Sisitem Informasi Pelayanan Perijinan 14.234.500 18.301.500 

Os Windows 3.639.000 4.852.977  

Sofware Office) 7.218.159 5.774.528 

Perangkat Lunak Jasa Programer Editing 
Aplikasi PTSP 

22.486.725 17.989.380 

Perangkat Lunak Jasa Programer Editing 
Implikasi PTSP 

22.495.000 31.329.820 

Aplikasi antrian 39.162.275 13.497.000 

Software 22.495.000 14.871.000 

Aplikasi Perizinan Berbasis Single ID 47.443.000 11.860.750 
Jumlah 204,848.381 128.376.955 

 

b. Kewajiban 

Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp.458.347.074,- turun 72,50% 

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 632.174.265,- 

dengan rincian sebagai berikut : 

Keterangan 2019 2018 

Kewajiban Jangka Pendek 458.347.074 632.174.265 

Kewajiban Jangka Panjang 0 0 

Jumlah 458.347.074 632.174.265 
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 Kewajiban jangka pendek tahun 2019 terdiri dari : 

- Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 386.370.423 
- Utang Belanja 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 

 
Rp. 
Rp. 

 
64.815.000 
7.161.651 

Jumlah  458.347.074 

 

c. Ekuitas 

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.093.473.405,75  naik/turun sebesar 

Rp.  893.011.409,-    atau  0.82% dibanding dengan per 31 Desember 2018 

sebesar Rp. 4.200.461.996.75 

 

3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

a. Pendapatan LO 

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali. Pendapatan LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.295.673.346,- 

turun sebesar Rp.46.227.723,- atau 0,63 % dibandingkan dengan pendapatan LO 

per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 7.341.901.069,-, dengan rincian sebagai 

berikut : 

Keterangan 2019 2018 

Pendapatan Asli Daerah 7.294.918.051 7.322.498.307 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah          18.576.343 

Surplus non operasional LO         755.295         826.419 
Jumlah          7.295.673.346 7.500.149.768 

 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD DPMPTSP berupa pendapatan retribusi tahun 2019 : IMB,  Pemakaman & 

pengabuhan, IMTA dan Penerimaan lainnya sebesar Rp. 7.294.918.051,- dengan 

rincian : 

No Uraian Anggaran Realisasi 
2019 

Realisasi 2018 

1 Retribusi Pelayanan pemakaman 66.815.000 44.190.000 57.920.000 

2 Realisasi Pelayanan Pengabuan 
Mayat 

3.192.000 2.841.000 3.150.000 

3 Retribusi perpanjangan IMTA 1.047.375.000 934.716.025 549.187.439 

4 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 5.500.000.000 6.237.060.026 5.957.051.528 

 Jumlah 6.617.393.000 7.294.918.051 7.322.498.307 

 

2) Surplus Non Operasional-LO 

 Surplus Non operasional-LO sebesar Rp. 755.295,- berasal piutang bayar dari 

cadangan piutang 2018 yang dibayarkan di tahun 2019. Dengan perhitungan 

0.5% dari jumlah piutang yang dibayarkan sebesar Rp. 151.059.000,- 

b. Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi 

aset atau timbulnya kewajiban.  
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1) Beban Operasional 

Beban operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.172.037.879,- naik Rp. 

37.565.618 atau 0,73% dibandingkan dengan beban per 31 Desember 2018 

sebesar Rp 5.134.472.261,- dengan rincian : 

 

Keterangan 2019 2018  

Beban Pegawai 2.814.659.941 2.776.755.892 

Beban Barang dan Jasa 2.061.150.661 2.030.267.303 

Beban Penyusutan dan Amortisasi 295.321.297 266.370.171 

Beban penyisihan piutang 905.980 61.078.895 

Jumlah 5.172.037.879 5.134.472.261 

 

a) Beban Pegawai 

Beban pegawai-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.814.659.941,- naik 

sebesar Rp. 37.904.049   atau 1,35  % dibandingkan dengan beban pegawai per 

31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.776.755.892,- 

Keterangan 2019 2018 

Beban Pegawai-LO 2.814.659.941 2.776.755.892 

Jumlah 2.814.659.941 2.776.755.892 

 

b) Beban Barang dan Jasa 

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.061.150.661,- naik 

sebesar Rp.30.883.358,- atau 1,50  % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 

sebesar Rp. 2.030.267.303,- 

Keterangan 2019 2018 

Beban bahan pakai habis 221.732.417 212.029.606 

Beban Persediaan Bahan/Material 40.240.000 25.3892.000 

Beban Jasa Kantor 583.377.857 515.131.267 

Beban Premi asuransi 7.471.350 6.456.900 

Beban perawatan kendaraan bermotor 54.096.873 56.833.349 

Beban cetak dan penggandaan 197.968.800 184.135.350 

Beban sewa 
rumah/gedung/gudang/parker/beban 
sewa gedung/kantor/tempat 

26.500.000 52.000.000 

Bban sewa perlengkapan dan 
peralatan kantor 

2.915.000  

Beban makanan dan minuman 113.011.500 124.526.000 

Beban Pakaian dinas dan atributnya 15.200.000  

Beban Pakaian kerja 3.000.000 3.000.000 

Beban perjalanan dinas 598.084.864 631.406.831 

Beban pemeliharaan 103.217.000 117.300.000 

Beban jasa konsultasi 46.985.000 44.906.000 

Beban kursus,pelatihan, sosialisasi, 
dan bimbingan teknis PNS 

7.250.000  

Beban Honorarium non PNS 40.100.000 51.650.000 

Jumlah 2.061.150.661 2.030.267.303 
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c) Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar 

Rp.295.321.297,- naik sebesar Rp.28.951.126,- atau 9,80  % dibandingkan saldo 

per 31 Desember 2018 sebesar Rp.28.951.126,- 

Keterangan 2019 2018 

Beban penyusutan peralatan dan mesin 148.517.127 134.681.999 

Beban penyusutan gedung dan 
bangunan 

124.079.592 107.973.594 

Beban penyusutan jalan, Irigasi dan 
jaringan 

3.190.140 3.190.140 

Beban penyusutan aset  tetap lainnya 39.600 39.600 

Beban amortisasi aset tidak berwujud 19.494.838 20.484.838 

Jumlah 295.321.297 266.370.171 

 

d) Beban Penyisihan Piutang 

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang untuk piutang 2019 yg 

belum terbayarkan. Dengan perhitungan diambil dari piutang IMB 2019 sebesar 

Rp. 181.196.000,- masih tergolong piutang lancar dengan perhitungan 5%.  

Keterangan 2019 2018 

Beban penyisihan piutang 905.980 61.078.895 

 

e) Selisih antara Beban barang Jasa LO dan LRA 

Beban barang jasa (LO) adalah sebesar Rp.2.061.150.661,00 sedangkan Belanja 

barang jasa (LRA) sebesar Rp.2.063.297.660,00 sehingga terdapat selisih 

sebesar Rp.2.146.999,00. Selisih tersebut merupakan kenaikan Persediaan 

dikurangi kenaikan Utang Belanja Barang dan Jasa, terinci sebagai berikut : 

No Uraian 
Tahun 2019 

(Rp) 

Tahun 2018 

(Rp) 
Kenaikan (Rp) 

1 Persediaan 19.570.500 12.419.700 7.150.800 (-)  

2 Utang belanja barang jasa 7.161.651 2.157.850 5.003.801 (-) 

Selisih : 2.146.999 (-) 

 

f) Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan 

(LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun : 

Rumus Jumlah (Rp) 

Beban Persediaan (LO) 2.061.150.661,00 

Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) 2.063.297.660,00 

Persediaan awal tahun 12.419.700,00 

Persediaan akhir tahun 19.570.500,00 

Selisih : 5.003.801,00 

Catatan : Selisih merupakan kenaikan Utang Belanja Barang dan Jasa dari 
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tahun 2018 sebesar Rp.2.157.850,00 menjadi Rp.7.161.651,00 di tahun 2019 

 

c. Surplus/ Defisit dari Kegiatan non Operasional  

Surplus/Defisit dari operasianal adalah Rp. 2.123.635.480,- Ini merupakan 

perhitungan dari Jumlah pendapatan LO dikurangi dengan jumlah beban LO. 

 

4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Perubahan nilai ekuitas aset di DPMPTSP per 31 Desember 2019 sebagai berikut : 

Uraian LRA 

Ekuitas Awal 12.031.389.070,75 

Surplus/Defisit – LO 2.123.635.480 

R/K PPKD (9.061.551.145,00) 

Dampak/ Akumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

 

Koreksi/Penyesuaian Piutang 

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang 

Koreksi/Penyesuaian Persediaan 

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap 

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan 

 

Ekuitas Akhir 5.093.473.405,75 

 

Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca (Ekuitas Awal pada LPE harus sama 

dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya) : 

Rumus Jumlah (Rp) 

Ekuitas Awal (LPE) 12.031.389.070,75 

Ekuitas Akhir Tahun Sebelumnya (Neraca) 4.200.461.996,75 

Selisih : (7.830.927.074,00) 

Catatan : Selisih merupakan RK PPKD tahun 2018,  
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BAB VI 

PENGUNGKAPAN LAINNYA,  
INFORMASI NON KEUANGAN 

 
1. VISI 

Memperhatikan adanya tuntutan masyarakat atas perlunya dilaksanakan 

pelayanan yang prima serta sesuai dengan tugas Pemerintah dalam mewujudkan 

adanya kepemerintahan yang baik atau good Governance, maka telah ditetapkan Visi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang 

yaitu : 

" Prima Dalam Pelayanan , Tepat, Mudah dan Cepat"  

Terwujudnya kepuasan pelanggan atas pelayanan publik, yang didasarkan pada hak-

hak sipil setiap warga negara dan penduduk, merupakan tuntutan kebutuhan dalam 

rangka good governance serta adanya era globalisasi. Dengan adanya pelayanan publik 

bidang perijinan dan non perijinan yang baik, yang selanjutnya akan terwujud kepuasan 

setiap warga negara dan penduduk termasuk kalangan pengusaha, maka lebih lanjut hal 

ini akan sangat mendukung terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai intanpari. 

Pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk dalam kaitannya dengan layanan 

atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi sesuai dengan hak-haknya, 
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merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. 

2. MISI 

Demikian juga dengan adanya era globalisasi, dalam hal mana terjadi 

kebebasan manusia antar negara untuk berusaha dan berinvestasi, maka pelayanan 

publik bidang perijinan dan non perijinan merupakan hal yang sangat vital untuk 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan yang baik tersebut, pada tahap 

berikutnya akan meningkatkan daya saing dan daya tarik daerah di bidang usaha dan 

jasa, yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya investasi di Kabupaten 

Semarang. Sebagai langkah-langkah untuk mencapai Visi tersebut diatas, Misi Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang 

untuk 2 ( dua) Tahun kedepan (2014-2015) adalah : 

1.    Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perijinan ; 

2.   Menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki perijinan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

3. Menumbuhkan keinginan investor / penanam modal baik PMA / PMDN untuk 

melakukan penanaman modal; 

4. Mewujudkan profesionalitas pelayanan perijinan; 

5.  Meningkatkan sinergitas antar dinas / instansi dalam memberikan pelayanan 

perijinan kepada publik. 

6.  Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dengan memanfaatkan gedung 

ex kantor Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat. 

 

 Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu  Kabupaten 

Semarangini sejalan dan mendukung Misi Kabupaten Semarang “Mewujudkan 

peningkatan pelayanan publik”. 

 

Misi yang pertama “Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perijinan”, misi ini selain 

untuk mewujudkan Visi juga mendukung strategi RPJMD Pemerintah Kabupaten 

Semarang yang menyebutkan bahwa “Pelayanan publik yang bagus akan mampu 

merangsang investasi, antara lain berbagai perijinan investasi harus dibakukan dalam 

aturan main yang jelas dan akuntabel (berapa lama layanan serta biaya)”. Dengan 

demikian akan memberikan kepastian berusaha dan efisiensi waktu pengurusan 

perijinan dan biaya yang harus dikeluarkan.   

 

Misi yang kedua“Menumbuhkan keinginan publik untuk memiliki perijinan sesuai 

ketentuan yang berlaku”. Misi ini selain  untuk mewujudkan Visi BPMPPTSP, juga untuk 

melaksanakan Peraturan Bupati Semarang Nomor 048 tahun 2005tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. 
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Dengan penekanan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan 

harapan masyarakat melalui kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah 

daerah yang profesional dan kompeten serta kualitas pelayanan dan informasi guna 

memudahkan  akses informasi. Ranah pemahaman publik dalam hal ini harus disadari 

merupakan lekatan fungsi kepentingan antara masyarakat dan swasta / pemilik modal. 

 

Misi yang ketiga “Menumbuhkan keinginan investor / penanam modal baik PMA / 

PMDN untuk melakukan penanaman modal”. Penanaman modal mempunyai efek 

pengganda ( multy player effect ) dalam pembangunan daerah, mulai dari peningkatan 

PAD ( Pendapatan Asli Dearah ) hingga penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat 

yang kesemuanya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penumbuhan 

keinginan investasi PMA/ PMDN diharapkan merupakan hasil fungsi dari peningkatan 

standar dan mutu pelayanan perizinan. 

 

Misi yang keempat “Mewujudkan profesionalisme pelayanan perijinan”, misi ini selain 

untuk mewujudkan Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintujuga mendukung arah kebijakan umum RPJMD Pemerintah Kabupaten 

Semarangyang menyebutkan bahwa :”Untuk mengimplementasikan pelayanan prima 

harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, 

oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi 

pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat”. 

Misi yang kelima“Meningkatkan sinergitas antar dinas / instansi dalam memberikan 

pelayanan perijinan kepada publik”.Misi ini didasarkan pada semangat holistisitas tim 

kerja eksekutif dalam memberikan pelayanan yang prima pada publik.Disatu sisi harus 

disadari bahwa keberhasilan program tidak dapat semata karena dukungan salah satu 

unsur SKPD, dilain sisi karena pada tiap SKPD melekat fungsi pelayanan pada publik. 

1. Dasar Hukum Pembentukan dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.  

a. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 

b. PP 41/2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

c. Permendagri 20/2008 tentang Pedoman Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah 

d. Perda. Kab. Semarang No. 3 Tahun2011 tentang perubahan atas Perda 

Kabupaten semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah 

dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Semarang 

e. Peraturan Bupati Semarang No. 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan 

Rincian Tugas Bappeda, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor 

Penanaman Modal dan  Perijinan Terpadu. 



Calk DPMPTSP Kab.Semarang 2019 

 

37  

 

f. Keputusan Bupati Semarang Nomor : 061/0034/2014 tentang Pendelegasian 

sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Kepala Badan Penananaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang untuk 

menerbitkan dan menandatangani perizinan dan non perizinan 

2. Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Semarang. 

Jumlah sumber daya manusia / personalia di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang berjumlah 25 pegawai, dengan 

uraian strata pendidikan sebagai berikut : 

a. Magister (S2)  :  9 orang 

b. Sarjana (S1)   :  9 orang 

c. Diploma (D3)   :  3 orang 

d. SLTA    :  4 orang 

   25 orang 

 

 

 

 

 

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dasar Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Semarang. 

A. KEPALA BADAN 

1. TUGASPOKOK: 

Melaksanakan urusan daerah dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu 

satu pintu. 

2. FUNGSI :  

a perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu; 

b pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu; 

c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang penanaman modal; 

d pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

3. RINCIAN TUGAS : 

a. merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 

c. merumuskan kebijakan dibidang Penanaman modal dan pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu; 

d. menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan 

perizinan terpadu satu pintu; 

e. menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu 

pintu; 

f. menyelenggarakan kesekretariatan Dinas; 

g. melaksanakan monitoring  dan evaluasi kegiatan Dinas: 

h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku; 

 

 

 

 

B.  SEKRETARIAT 

1. TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu dibidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, dan 

administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan. 

2. FUNGSI : 

a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 

b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan 

c. pelaksanaan perencanaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

Dinas; 

3. RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman 

rencana kegiatan Subbagian-subbagian; 

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 

c. mengkoordinasikan penyusunan Program kerja Dinas; 

d. mengkoordinasikan penyusun  Rencana  kerja dan Anggaran dengan seluruh 

Bidang dan lingkungan Dinas; 

e. menyelenggarakan kegiatan administasi umum, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah tangga Badan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 
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f. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan Dinas; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; 

h. menyusun  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatan;  

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. 

B. 1 SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

1.  TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan keuangan. 

2. RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan; 

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 

c. menghimpun dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-

masing bidang, Seksi dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA/ 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan  (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi 

keuangan; 

f. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidangkeuangan di 

lingkungan Badan; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan Badan; 

h. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan Badan; 

i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Badan; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian 

perencanaan dan keuangan; 

k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Perencanaan dan Keuangan; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

B. 2 SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
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1.  TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang adminstrasi umum dan 

administrasi kepegawaian. 

2.  RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 

c. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi kepegawaian 

meliputi : usulan kenaikan pangkat, mutasi, kenaikan gaji berkala, diklat 

pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya, dan administrasi umum serta 

pengelolaan rumah tangga Dinas; 

d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah 

tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

e. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi 

serta melaksanakan pemeliharaaan barang inventaris agar dapat digunakan 

dengan optimal;  

f. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan 

(DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya 

tertib administrasi kepegawaian; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 

h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 

i.     menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; dan 

j.    melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

C. BIDANG PENANAMAN MODAL 

1. TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal. 

2.  FUNGSI : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Penanaman Modal; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penanaman 

Modal. 

3. RINCIAN TUGAS : 

a.  menyusun program kerja dan anggaran Bidang Penanaman Modal; 

b. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna 
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kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang penanaman modal; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penanaman 

Modal; 

f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang 

Penanaman Modal; 

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

C. 1 SEKSI PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN DATA 

1. TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal dibidang pendaftaran, 

dan pengelolaan data. 

2.  RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi pendaftaran dan pengelolaan 

data; 

b. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pendaftaran dan pengelolaan 

data; 

d. melaksanakan pelayanan dan verifikasi kelengkapan permohonan izin serta 

meneruskan ke Bidang Perizinan untuk diproses menjadi produk perizinan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. menyampaikan produk perizinan yang telah diterbitkan kepada pemohon; 

f.     melaksanakan kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, 

statisfikasi dan penyajian data di bidang penanaman modal; 

g. melaksanakan fasilitasi kegiatan penanaman modal melalui Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan secara Elektronik (SPIPISE); 

h. melaksanakan koordinasi dengan pejabat struktural yang setingkat baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta 

bahan evaluasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;  

i.     menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pendaftaran dan pengelolaan data; 

j.     menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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C. 2 SEKSI PROMOSI DAN PENGEMBANGAN 

1. TUGAS POKOK 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modaldibidang promosi dan 

pengembangan. 

2. RINCIAN TUIGAS 

a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Promosi dan Pengembangan; 

b. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang promosi dan pengembangan; 

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang penanaman modal untuk 

menarik penanam modal dalam rangka pengembangan potensi di daerah; 

e. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah teknis untuk 

mendapatkan masukan, informasi yang akurat sebagai bahan pengkajian 

penanaman modal agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

f. melaksanakan pengkajian dan pengembangan potensi daerah yang 

mempunyai peluang untuk ditawarkan pada investor; 

g. menyebarluaskan informasi tentang potensi dan peluang investasi di daerah 

melelui berbagai media dan pameran tingkat regional, nasional dan 

internasional; 

h. memfasilitasi rencana pola kerja sama di bidang penanaman modal; 

i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi 

dan Pengembangan; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

C. 3. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

1.  TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal dibidang 

pengawasan dan pengendalian. 

2.  RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian; 

b. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis Subbidang pengawasan dan 

pengendalian; 
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d. menerima pengaduan dari masyarakat dibidang perizinan penanaman 

modal; 

e. menindaklanjuti, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan pengaduan 

masyarakat dibidang perizinan penanaman modal; 

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian; 

g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

D. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DASAR DAN TERTENTU 

1. TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan dasar dan tertentu. 

2.  FUNGSI : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dasar dan 

tertentu; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang pelayanan perizinan dasar 

dan tertentu; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang 

pelayanan perizinan dasar dan tertentu. 

3. RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja Bidang Pelayanan Perizinan Dasar dan Tertentu; 

b. merumuskan kebijakan teknis  dibidang pelayanan perizinan dasar dan 

tertentu; 

c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan 

dasar dan tertentu; 

e. menyusun bahan tata laksana dan prosedur pelayanan perizinan dasar dan 

tertentu; 

f. menyusun  kebijakan teknis  pemberian insentif kepada investor sesuai 

dengan kewenangan daerah; 

g. menyelenggarakan pelayanan perizinan dasar dan tertentu; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang 

pelayanan perizinan dasar dan tertentu; 

i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang 

pelayanan perizinan dasar dan tertentu; 
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j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

E. 1 SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DASAR 

1.  TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan dasar. 

2.  RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran bidang pelayanan perizinan dasar ; 

b. menyiapkan bahan kebijakan teknis  bidang pelayanan perizinan dasar ; 

c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberian insentif kepada investor 

sesuai dengan kewenangan daerah; 

e. memfasilitasi proses pelayanan perizinan dasar dan tertentu; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang 

pelayanan perizinan dasar dan tertentu; 

g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang 

pelayanan perizinan dasar dan tertentu; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

E. 2 SEKSI PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU 

1. TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Dasar dan Tertentu dibidang 

pelayanan perizinan tertentu. 

2. RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang Pelayanan Perizinan 

Tertentu ; 

b. menyiapkan bahan kebijakan teknis  bidang pelayanan perizinan tertentu ; 

c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan dan mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan; 

d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberian insentif kepada investor 

sesuai dengan kewenangan daerah; 

e. memfasilitasi proses pelayanan perizinan tertentu; 
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f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbidang 

pelayanan perizinan tertentu; 

g. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan Seksi pelayanan 

perizinan tertentu; 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

F. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA, PENANAMAN MODAL NON 

PERIZINAN 

1. TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan usaha, 

penanaman modal dan non perizinan. 

2. FUNGSI : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan usaha, 

penanaman modal dan non perizinan; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang pelayanan perizinan 

usaha, penanaman modal dan non perizinan; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidangperizinan 

usaha, penanaman modal dan non perizinan. 

3. RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran bidang pelayanan perizinan usaha, 

penanaman modal dan non perizinan; 

b. merumuskan kebijakan teknis  bidang pelayanan perizinan usaha, 

penanaman modal dan non perizinan; 

c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan 

usaha, penanaman modal dan non perizinan; 

e. memfasilitasi proses pelayanan perizinan usaha, penanaman modal dan 

non perizinan; 

f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Pelayanan 

Perizinan Usaha, Penannaman Modal dan Non Perizinan; 

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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F. 1 SEKSI PELAYANAN PERIJINAN USAHA 

1. TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan usaha, 

penanaman modal dan non perizinan dibidang pelayanan perizinan usaha. 

2. RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi pelayanan perizinan usaha; 

b. membagi tugas dan kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis  bidang pelayanan perizinan usaha; 

d. memfasilitasi proses pelayanan perizinan usaha; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

pelayanan perizinan usaha; 

f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan Seksi pelayanan 

perizinan usaha; 

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

F 2. SEKSI PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN  NON PERIZINAN. 

1. TUGAS POKOK: 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan perizinan usaha, penanaman 

modal dan non perizinan dibidang pelayanan perizinan penanaman modal dan 

non perizinan. 

2. RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang Pelayanan Perizinan 

Penanaman Modal dan Non Perizinan; 

b. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan  perizinan penanaman 

modal dan perizinan; 

c. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 

d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberian insentif kepada investor 

sesuai dengan kewenangan daerah; 

e. memfasilitasi proses pelayanan perizinan penanaman modal dan non 

perizinan; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang 

pelayanan perizinan  penanaman modal dan non perizinan; 

g. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan subbidang pelayanan 

perizinan penanaman modal dan non perizinan; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
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pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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